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ABSTRAK

Indonesia menjamin bahwa setiap tindak pidana harus ditangani sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku. Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana
yang sering terjadi, diatur dalam Pasal 338 KUHP. Dalam sistem peradilan pidana,
* pembuktian memegang peran penting untuk menentukan kesalahan terdakwa sesuai
dengan teori pembuktian negatif (negatief wettelijk bewijs theorie) dalam Pasal 183
KUHAP. Hakim wajib memiliki keyakinan berdasarkan minimal dua alat bukti sah.
Penelitian ini menganalisis Putusan Nomor 93/Pid.B/2020/PN.Kpg, dimana majelis
hakim membebaskan terdakwa karena alat bukti tidak memenuhi standar minimum
pembuktian. Dengan metode yuridis normatif dan pendekatan studi kasus,
penelitian ini‘mengkaji pertimbangan bukum hakim dalam menjatuhkan putusan
bebas. Hasit penelitian menunjukkan keterangan saksi dan Jaksa Penuntut Umum
tidak konsisten dan tidak mampu menghubungkan terdakwa dengan tindak pidana.
Sebaliknya, keterangan saksi dari penasibat hukum terdakwa lebih meyakinkan,
didukung bukti surat berupa maonifest boarding kapal yang membuktikan terdakwa
tidak berada di lokasi kejadian. Visum er Repertum hanya menjelaskan kondisi
korban ianpa mengaitkanoya dengan terdakwa. Berdasarkan asas minimum.
pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP dan prinsip in dubio pro reo, hakim
menyimpulkan’ tidak ada bukti sah dan meyakinkan untuk menyatakan terdakwa
bersalah. Qleh karena itu, terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan.

Kata Kurci: Tindak Pidama Pembunuhan, Asas Minimom Pembuktian,
Pertimbsugan Bukem Hakim.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia memastikan bahwa segala aspek kehidupan masyarakat harus
selalu didasarkan pada hukum. Pada dasarnya, Hukum Pidana adalah
serangkaian aturan hukum yang mengatur apa yang dilarang dan apa yang
tidak boleh dilakukan, dengan ancaman sanksi tertentu yang dapat diberikan
jika hal-hal yang dilarang itu dilakukan.! Konsep dasar dari aturan ini adalah
bahwa setiap orang yang melakukan sesuatu yang dilarang harus bertanggung
jawab atas perbuatannya. Keberadaan ancaman pidana bagi mereka yang
melanggar aturan yang diatur dalam undang-undang merupakan salah satu ciri
khas dari tindak pidana tertentu. Hal ini membedakannya dari aturan tentang
larangan perbuatan lainnya yang tidak dianggap sebagai tindak pidana.

Buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan
berbagai macam kejahatan, dimulai dari Pasal 104 hingga Pasal 488 yang
menjelaskan dan mengatur berbagai macam kejahatan. Salah satu tindak
pidana yang paling sering terjadi dalam masyarakat adalah kejahatan

pembunuhan.? Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan

' Yuniar Hati Laia, Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana
Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn. Gst), Jurnal Panah Hukum, 1,2022,

hlm.179. https://www.jurnal.uniraya.ac.id/index.php/JPHUKUM/article/view/785 diakses
tanggal 24 Agustus 2024 pukul 08.00 WIB.

pada

21 Gusti Ayu Devi Laksmi C.D.M. et.al., Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO.
124/PID.B/2019/PN.SGR), Jurnal Komunitas Yustisia, 3, 2020, hlm.50.
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nyawa seseorang, baik melalui cara yang melanggar hukum maupun tidak
melawan hukum. Tindak pidana pembunuhan dikategorikan ke dalam
berbagai jenis, seperti pembunuhan biasa, pembunuhan berencana,
pembunuhan atas permintaan korban, dan lain-lain. Setiap jenis pembunuhan
memiliki ancaman pidana yang berbeda-beda, tergantung pada unsur-unsur
yang terpenuhi.?

Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan “Barang
siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena
pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Tindak
pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 memuat unsur-unsur
Barangsiapa (ada orang tertentu yang melakukan), Dengan sengaja, dan
Menghilangkan Nyawa orang lain. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338
KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok, yaitu delik yang telah
dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.

Suatu perbuatan hanya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana
apabila secara tegas dilarang oleh undang-undang. Ketentuan ini diatur dalam
Pasal 1 Ayat (1) KUHP sebagai Asas Legalitas yang menjadi dasar sistem
hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pembuktian yang
mendalam untuk mengungkapkan suatu tindak pidana melalui peradilan

pidana.

https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/28834 diakses pada tanggal 24
Agustus 2024 pukul 08.10 WIB

* Syaibatul Hamdi dan Sumardi Efendi, Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam
Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam, Jurnal Syariah Dan Hukum, 2, 2022, hlm.153.
https://www.ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/maqasidi/article/view/1558  diakses pada
tanggal 24 Agustus 2024 pukul 09.00 WIB
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Peradilan pidana adalah suatu proses sidang yang bertujuan untuk
menentukan apakah suatu tindak pidana telah terjadi. Pembuktian dalam tindak
pidana menjadi sangat penting karena berkaitan dengan penjatuhan sanksi
pidana bagi pelaku. Melalui pembuktian inilah nasib terdakwa dalam kasus
pidana ditentukan. Jika bukti yang diajukan berdasarkan undang-undang tidak
cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa akan
dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, jika kesalahan terdakwa dapat
dibuktikan dengan alat-alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-
Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdakwa akan dinyatakan bersalah
dan dijatuhi hukuman.*

Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menetapkan
berbagai jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam persidangan. Pasal 184
ayat 1 menyebutkan bahwa alat bukti yang sah meliputi keterangan saksi,
keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan
ketentuan dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP ini, dapat dipahami bahwa undang-
undang hanya mengakui lima jenis alat bukti yang sah, dan selain dari lima jenis
tersebut, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Oleh
karena itu, bukti di luar lima jenis ini tidak diperbolehkan untuk membuktikan
kesalahan terdakwa. Dengan demikian, hakim harus berhati-hati, teliti, dan

matang dalam menilai serta mempertimbangkan nilai pembuktian, termasuk

4 Salvadoris Pieter dan Erni Dwita Silambi, Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan
Berencana Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal Restorative Justice, 3, 2019,
hlm.81. https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/hukum/article/view/1940 diakses pada tanggal 24
Agustus 2024 pukul 09.10 WIB
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meneliti sejauh mana batas minimum Kekuatan Pembuktian atau bewijskracht
dari setiap alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP.?

Asas yang mengatur pembuktian mencakup beberapa prinsip, yaitu Asas
Kebenaran Materiil, Asas Praduga Tak Bersalah, Keterangan atau Pengakuan
Terdakwa (Confession By The Accused), dan Asas Minimum Pembuktian. Asas
minimum pembuktian merupakan prinsip yang harus dipegang dalam menilai
apakah alat bukti yang ada cukup atau tidak untuk membuktikan kesalahan
terdakwa. Ini berarti menentukan sejauh mana batas minimum pembuktian
dapat dipenuhi untuk menyatakan kesalahan terdakwa.® Asas ini menekankan
bahwa tuduhan terhadap seseorang harus didukung oleh bukti yang cukup untuk
membuktikan kesalahan tersebut. Asas ini juga berkaitan erat dengan prinsip in
dubio pro reo yang berarti jika ada keraguan dalam suatu perkara, keputusan
yang diambil haruslah menguntungkan terdakwa.

Hukum acara pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam KUHAP
mengadopsi Teori Pembuktian Negatif (Negatief Wettelijk Bewijstheorie)
seperti yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi “Hakim tidak boleh
menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti”.” Dalam pembuktian terhadap kasus pidana harus
dilakukan suatu penelitian terlebih dahulu mengenai alat bukti yang dijadikan

bukti bahwa terdakwa bersalah. Menurut teori ini, hakim baru boleh

5 Ibid.

® Nyoman Indra Putra, Azas Minimum Pembuktian Untuk Menentukan Tersangka Dalam
Perkara Pidana, Jurnal Lex et Societatis, 7, 2019, hlm.70. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php
/lexetsocietatis/article/view/27580 diakses pada tanggal 12 September 2024 pukul 19.00 WIB.

7 Salvadoris Pieter dan Erni Dwita Silambi, Op. Cit., him.82.




menyatakan terdakwa bersalah dan melanggar ketentuan dalam hukum pidana
bila telah dipenuhinya syarat-syarat bukti sesuai ketentuan KUHAP serta
keyakinan hakim terhadap perkara tersebut. Terdapat dua manfaat dari
pembuktian negatif ini. Pertama, seorang hakim memang seharusnya
menjatuhkan hukuman berdasarkan keyakinannya. Kedua, pembuktian negatif
bermanfaat karena adanya aturan yang mengikat hakim dalam membentuk
keyakinannya, sehingga terdapat patokan-patokan tertentu yang harus diikuti
oleh hakim dalam proses peradilan.®

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, namun
baru mulai berlaku ketika ada dugaan terjadinya suatu tindak pidana. Setelah
dugaan tersebut muncul, penyidik memulai tugas yang bersifat represif dengan
menyelidiki apakah benar tindak pidana telah terjadi, untuk menentukan apakah
penyelidikan dapat dilakukan dan siapa yang bertanggung jawab atas tindak
pidana tersebut.” Bahan-bahan yang dikumpulkan oleh polisi melalui berbagai
cara menjadi petunjuk untuk mengidentifikasi pelaku tindak pidana. Bahan-
bahan ini dapat diperoleh, antara lain, dengan mendengar keterangan dari
orang-orang yang mengetahui atau menyaksikan langsung hal-hal terkait tindak
pidana, atau dari orang yang diduga melakukan tindak pidana. Orang-orang
yang memberikan keterangan ini disebut saksi, sehingga saksi adalah orang

yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan,

8 Bastianto Nugroho, Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim
Menurut KUHAP, Jurnal Yuridika, 32, 2017, him.20. https://e-journal.unair.ac
.1d/YDK/article/view/4780 diakses pada tanggal 12 September 2024 pukul 19.00 WIB

 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta Timur: Sinar Grafika: 2008),
hlm.120.




dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, atau
alami sendiri.!°

Terdapat suatu kasus pembunuhan yang dimana terdapat beberapa saksi
tetapi tidak ada satupun saksi yang mengetahui, mendengar ataupun mengalami
secara langsung mengenai apa dan siapa penyebab kematian serta bagaimana
peristiwa pembunuhan tersebut. Kasus perkara Nomor: 93/Pid/B/2020/PN.Kpg
merupakan kasus yang sempat menggemparkan masyarakat kupang, dimana
ditemukannya mayat di pesisir pantai dengan Oesapa Kupang. Pada kasus
tersebut Jaksa Penuntut Umum menggunakan bukti-bukti tidak langsung yang
mengarah kepada terdakwa yang merupakan seorang teman kostan korban
diduga sebagai pelaku pembunuhan. Titik berat pada kasus tersebut, berada
pada tidak adanya pembuktian dari JPU yang menyatakan bahwa terdakwa
dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan tersebut. Tetapi, untuk melakukan
pencegahan dalam penangkapan dan penuntutan seseorang yang tidak bersalah,
maka hakim memeriksa seluruh alat bukti berupa 24 saksi PU dan 6 dari saksi
penasihat hukum. Hal tersebut dilakukan majelis hakim untuk mencegah
melakukan pembatasan terhadap hak asasi hidup orang lain baik sebagai
terdakwa atau korban di dalam pembuktian.

Jaksa Penuntut Umum menghadirkan 24 orang saksi, namun keterangan
yang diberikan oleh masing-masing saksi berdiri sendiri-sendiri dan saling

bertentangan satu sama lain. Penasihat hukum juga memberikan keterangan

10 Tiovany A. Kawengian, Peranan Keterangan Saksi Sebagai Salah satu Alat Bukti Dalam
Proses Pidana  Menurut KUHAP, Jurnal Lex  Privatum, 4, 2016, hlm.31.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11990 diakses pada tanggal 12
September 2024 pukul 20.00 WIB
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kuat bahwa terdakwa berada di tempat yang sangat jauh dari /ocus (tempat) dan
tempus delicti (waktu terjadinya tindak pidana). Keterangan dari penasihat
hukum tersebut dapat dibuktikan dengan pembuktian yang dihadirkan terdakwa
berupa keterangan para saksi yang yang membuktikan pengakuan terdakwa.
Atas hal tersebut, untuk menambah keyakinan Hakim dalam menilai kekuatan
pembuktian yang bukan hanya bersifat Subyektif (semata-mata berdasarkan
perasaan pribadi) melainkan Keyakinan objektif yang berarti setiap keyakinan
yang diperoleh harus dikaitkan, bersumber dan berdasarkan alat-alat bukti yang
diajukan dipersidangan. Hakim harus secara Objektif dan proporsional dalam
menilai bukti-bukti yang diajukan, baik bukti yang memberatkan maupun bukti
yang meringankan bagi terdakwa harus dipertimbangkan secara seimbang
dalam pertimbangkan majelis hakim.!!

Berdasarkan Studi kasus Putusan Nomor: 93/Pid.B/2020/Pn.Kpg diatas
maka akan dilakukan penelitian dengan judul Asas Minimum Pembuktian
Dalam Tindak Pidana Pembunuhan. Penelitian ini diharapkan dapat
memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan asas
minimum pembuktian pada kasus pembunuhan tanpa adanya bukti atau saksi

langsung.

! Bastianto Nugroho, Op. Cit., him.19.



. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan bebas
pada putusan Nomor: 93/Pid.B/2020/PN.Kpg?

2. Bagaimana  penerapan asas  minimum pembuktian  dalam

kasus pembunuhan pada putusan Nomor: 93/Pid.B/2020/PN.Kpg?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan
bebas pada putusan Nomor: 93/Pid.B/2020/PN.Kpg

2. Untuk mengetahui Penerapan asas minimum pembuktian dalam kasus

pembunuhan pada putusan Nomor: 93/Pid.B/2020/PN.Kpg

. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang asas
minimum pembuktian dalam hukum acara pidana, terutama dalam
tindak pidana pembunuhan. Asas ini sangat penting karena menentukan
apakah suatu tindak pidana telah terbukti secara sah di pengadilan.
b. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih
lanjut tentang pembuktian dalam hukum pidana, terutama berkaitan

dengan kasus lain yang serupa.



c. Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai asas minimum
pembuktian dalam konteks tindak pidana pembunuhan, termasuk
penerapan dan tantangannya.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang
pentingnya pembuktian yang kuat dalam penegakan hukum, serta hak-
hak mereka dalam proses hukum.

b. Penelitian ini dapat memberikan panduan bagi penegak hukum seperti
polisi, jaksa, dan hakim dalam menerapkan asas minimum pembuktian
dalam kasus pembunuhan. Ini penting untuk memastikan keadilan
dalam proses peradilan.

c. Penelitian ini dapat membantu mencegah terjadinya kesalahan judisial
dalam kasus pembunuhan. Dengan memahami standar pembuktian
yang berlaku, hakim dapat membuat keputusan yang lebih tepat dan
adil.

d. Penelitian ini sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

E. Ruang Lingkup Penelitian
Ruang lingkup penelitian ini dibatasi dengan membahas dan menganalisis
bagaimana penerapan asas minimum pembuktian pada kasus tindak pidana

pembunuhan. Pembahasan berpedoman pada Undang-Undang Republik
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Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan

menganalisis putusan Nomor : 93/Pid.B/2020/PN.Kpg.

F. Kerangka Teori
1. Teori Pembuktian
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak
memberikan definisi eksplisit mengenai pembuktian. Namun, KUHAP
menjelaskan peran penting pembuktian dalam Pasal 183, yang menyatakan
bahwa seorang hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada seseorang
kecuali jika ada minimal dua alat bukti yang sah, yang membuat hakim
yakin bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang
bersalah. Jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum diatur dalam Pasal
184 ayat (1) KUHAP yaitu :
1) Keterangan saksi;
2) Keterangan ahli;
3) Surat;
4) Petunjuk;
5) Keterangan terdakwa.!?
Dalam beberapa literatur, dikenal beberapat teori-teori mengenai

pembuktian yaitu sebagai berikut:

12 Indonesia (1), Undang-Udang tentang Hukum Acara Pidana, UU No.8 Tahun 1981, LN
No.76 Tahun 1981, TLN No.3209, Pasal 183.
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a. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (Conviction
In Time)
Sistem ini didasarkan pada prinsip bahwa penentuan bersalah atau
tidaknya terdakwa sepenuhnya bergantung pada "keyakinan" hakim.
Artinya, keputusan untuk menyatakan terdakwa bersalah atau
memutuskan hukuman sepenuhnya ditentukan oleh keyakinan pribadi
hakim, yang tidak harus didasarkan pada alat bukti yang tersedia.
Bahkan jika alat bukti sudah mencukupi, tetapi hakim tidak yakin,
maka hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman. Sebaliknya, meskipun
tidak ada alat bukti yang memadai, jika hakim sudah yakin, terdakwa
dapat dinyatakan bersalah.!> Hal ini menyebabkan putusan hakim
menjadi sangat subyektif. Kelemahan dari sistem ini adalah
memberikan terlalu banyak kepercayaan kepada hakim, yang
bergantung pada kesan pribadi sehingga sulit untuk diawasi.

b. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan yang
Logis (Conviction In Raisone)
Sistem pembuktian ini masih menempatkan keyakinan hakim sebagai
dasar utama untuk menghukum terdakwa, namun dalam sistem ini,
keyakinan hakim harus disertai dengan pertimbangan yang nyata dan

logis, yang dapat diterima oleh akal sehat. Meskipun keyakinan hakim

13 Geofani Indra David Palit, Penerapan Keyakinan Hakim (Conviction In Rasionee)
Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Jurnal Lex Crimen, 10, 2020, hlm.156.
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/33433  diakses pada tanggal 12
September 2024 pukul 19.00 WIB
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tidak perlu didukung oleh alat bukti yang sah karena tidak diwajibkan,
hakim tetap harus memberikan alasan yang logis. Dalam sistem ini,
meskipun undang-undang menetapkan alat bukti tertentu, hakim
memiliki kebebasan untuk menggunakan alat bukti di luar ketentuan
undang-undang.!* Keyakinan hakim dalam sistem pembuktian ini
harus didasarkan pada 'reasoning” atau alasan yang dapat
dipertanggungjawabkan secara logis, bukan hanya keyakinan yang tak
terbatas. Oleh karena itu, sistem ini sering disebut sebagai sistem
pembuktian bebas.

c. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (Positif
Wettwlijks Theode)
Sistem ini berlawanan dengan sistem pembuktian conviction in time,
karena dalam sistem ini penentuan bersalah atau tidaknya terdakwa
sepenuhnya bergantung pada ada atau tidaknya alat bukti yang sah
menurut undang-undang. Teori ini sepenuhnya mengabaikan
keyakinan hakim dan tidak memperhitungkannya sama sekali. Jadi,
meskipun hakim yakin akan kesalahan terdakwa, jika dalam
persidangan tidak ada alat bukti yang sah menurut undang-undang
yang mendukung tuduhan, terdakwa harus dibebaskan. Biasanya, jika
seorang terdakwa sudah memenuhi persyaratan pembuktian dan

memiliki alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka ia dapat

!4 Ribut Baidi Dan Aji Mulyana, Peran Hakim Memperkokoh Integritas Peradilan sebagai
Benteng Penegakan Hukum dan Keadaban Publik, Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 10, 2024,
hlm.108. https://jurnal.unsur.ac.id/jhmj/article/view/4171 diakses pada tanggal 18 September 2024
pukul 19.00 WIB
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dinyatakan bersalah dan dihukum. Keunggulan dari sistem ini adalah
hakim akan berusaha membuktikan kesalahan terdakwa secara
obyektif, tanpa dipengaruhi oleh perasaan pribadi, karena hanya
berdasarkan cara dan alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang.'>
Namun, kelemahannya adalah sistem ini tidak memberikan ruang bagi
kesan pribadi hakim, yang bertentangan dengan prinsip hukum acara
pidana.

d. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif
(Negative Wettelijk)
Menurut teori ini, hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman jika
terdapat minimal alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang,
ditambah dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti
tersebut. Pasal 183 KUHAP menyatakan “Hakim tidak boleh
menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali jika dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa
suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang
bersalah melakukannya”. Berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP,
dapat disimpulkan bahwa KUHAP menerapkan sistem pembuktian
menurut undang-undang yang bersifat negatif. Kelebihan sistem
pembuktian negatif adalah bahwa dalam membuktikan kesalahan

terdakwa, hakim tidak hanya mengandalkan alat bukti dan cara-cara

15 Abdul Wahid dan Akhmad Shodikin, Alat Bukti Tindak Pidana Cybercrime Dalam
Sistem Peradilan di Indonesia, Jurnal Kajian Hukum Islam, 87, 2022, hlm. 91.
https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/10256 diakses pada
tanggal 15 September 2024 pukul 15.00 WIB
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yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi juga harus disertai
keyakinan bahwa terdakwa bersalah.'® Keyakinan ini harus didasarkan
pada fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti yang ditentukan oleh
undang-undang, sehingga pembuktian benar-benar mencari kebenaran
yang hakiki, dan kemungkinan terjadinya kesalahan putusan atau
penerapan hukum sangat kecil.
Dari keempat teori mengenai pembuktian, peneliti menggunakan Teori
Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (Negative

Wettelijk).

2. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek paling krusial dalam
menentukan apakah sebuah putusan hakim mencerminkan keadilan (ex
aequo et bono), kepastian hukum, dan manfaat bagi para pihak. Oleh karena
itu, pertimbangan ini harus dilakukan dengan teliti, baik, dan cermat. Jika
tidak, putusan yang didasarkan pada pertimbangan yang kurang teliti dapat
dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.!’

Menurut Mackenzie, ada berbagai teori atau pendekatan yang dapat
diterapkan oleh hakim dalam memberikan putusan suatu kasus, yaitu
sebagai berikut :

a. Teori Keseimbangan

16 Nyoman Indra Putra, Op. Cit., hlm.72.
17 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan Kuhap, (Jakarta: Sinar
Grafika:2000), him.326.
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Menegaskan bahwa dalam mengambil keputusan, hakim perlu
mempertimbangkan keseimbangan di antara berbagai kepentingan yang
terlibat, termasuk kepentingan terdakwa, korban, dan masyarakat.
Hakim diharapkan dapat menyeimbangkan unsur keadilan, kepastian
hukum, serta manfaat yang dihasilkan dari keputusan tersebut.
b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi
Penjatuhan putusan oleh hakim adalah bagian dari kewenangan atau
diskresi yang dimilikinya. Sebagai bentuk diskresi, putusan yang
dijatuhkan oleh hakim disesuaikan dengan kondisi dan hukuman yang
dianggap pantas untuk setiap pelaku tindak pidana. Dalam proses ini,
hakim mempertimbangkan situasi terdakwa atau penuntut umum dalam
perkara pidana. Pendekatan yang digunakan lebih bersifat seni, di mana
hakim lebih mengandalkan insting atau intuisi daripada sekadar
pengetahuan formal.!8
c. Teori Pendekatan Keilmuan

Pendekatan keilmuan dalam penjatuhan putusan menekankan
pentingnya pemanfaatan pengetahuan hukum yang mendalam serta
metode ilmiah. Hakim yang menerapkan pendekatan ini akan menilai
fakta-fakta secara teliti dan objektif, serta membuat keputusan
berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang jelas dan bukti yang kuat.!

Pendekatan ini mengedepankan analisis rasional dan terstruktur, di

% Indriati Amarini, Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Putusan Hakim, Kosmik
Hukum, 1, 2019, hlm.83.
19 Ibid.
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mana hakim bertindak sebagai seorang ahli yang mengintegrasikan teori
hukum dengan kenyataan kasus yang dihadapi.

Teori Pendekatan Pengalaman

Teori ini berfokus pada pemanfaatan pengalaman praktis seorang hakim
dalam menangani berbagai kasus. Melalui pendekatan ini, hakim
menggunakan wawasan yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya
untuk memutus perkara. Hakim mempertimbangkan pola-pola dari
kasus serupa dan menggabungkan pemahamannya terhadap situasi-
situasi yang pernah dihadapi. Oleh karena itu, putusan yang dibuat lebih
mengutamakan penilaian yang didasarkan pada intuisi yang
berkembang dari pengalaman, dibandingkan dengan hanya berpegang
pada teori atau aturan hukum formal.?

Teori Ratio Deciendi

Teori ini berakar pada dasar filsafat yang mendalam, yang
mempertimbangkan semua aspek terkait pokok perkara yang
diperselisihkan. Selanjutnya, teori ini mencari peraturan perundang-
undangan yang relevan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan
putusan. Selain itu, pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi
yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada

semua pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.?!

hlm.214.

20 Ibid.
2l Rusli Muhammad, Hukum acara pidana kontemporer, (Jakarta : Citra Aditya: 2007),
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f. Teori Kebijaksanaan
Teori kebijaksanaan dalam penjatuhan putusan menekankan pentingnya
pertimbangan moral oleh hakim. Pendekatan ini mendorong hakim
untuk tidak hanya mengandalkan aturan hukum yang kaku, tetapi juga
untuk mempertimbangkan faktor-faktor etis, sosial, dan praktis yang
dapat mempengaruhi hasil keputusan. Dalam kerangka teori ini, hakim
diharapkan membuat keputusan yang tidak hanya adil secara hukum,
tetapi juga bijaksana dalam situasi khusus yang dihadapi, sambil
memperhatikan dampak keputusan terhadap semua pihak terkait.??

Dari keenam teori mengenai pertimbangan hakim, peneliti menggunakan

Teori Ratio Deciendi dalam penelitian ini.

G. Metode Penelitian
Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang menggunakan metode,
sistematika, dan pemikiran tertentu untuk mempelajari satu atau beberapa

fenomena hukum.??

Kegiatan ini melibatkan analisis mendalam serta
pemeriksaan fakta hukum terkait, dengan tujuan untuk menemukan solusi atas

masalah-masalah yang muncul dari fenomena tersebut. Sehingga metode

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

22 Indriati Amarini, Op.Cit., hlm.84.
23 Zainuddin Ali, Metode penelitian hukum, (Jakarta Timur: Sinar Grafika: 2020), hlm.14
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1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis
normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum yang
dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau hanya menggunakan bahan-
bahan sekunder. Penelitian ini menelaah bahan hukum serta bahan pustaka
sebagai pedoman dasar aturan hukum dalam mencapai suatu objek
penelitian yang menyangkut permasalahan.>* Karakteristik penelitian ini
dikategorikan sebagai penelitian deskriptif dengan penjabaran secara
intensif tentang fakta dan gejala suatu penelitian terkait dengan
permasalahan skripsi penulis yang berkaitan dengan Asas Minimum
Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pembunuhan.
2. Pendekatan Penilitian
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Pendekatan
Undang-Undang (Statute approach) dan Pendekatan Kasus (Case
approach).
a. Pendekatan Undang-Undang (Statute approach)
Pendekatan undang-undang adalah metode analisis dalam penelitian
hukum yang berfokus pada pengkajian dan interpretasi peraturan
perundang-undangan dan regulasi yang berfokus pada isu hukum yang

sedang diteliti.?®

24 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, (Jakarta : Rajawali Pers: 2009), him.13-14.
25 Ibid., hlm.16.
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b. Pendekatan Kasus (Case approach)
Penelitian ini menggunakan strategi studi kasus, yaitu mempelajari
kasus kasus masa lalu dengan konteks yang sama dan putusan hakim
yang berkekuatan hukum tetap.?® Dalam penelaahan terhadap
pendekatan kasus ini kemudian dikorelasikan dengan norma-norma
hukum serta asas asas hukum yang berkaitan dengan kasus yang diteliti
dan diberikan kesimpulan akhir.

3. Bahan Penilitian

Dalam penelitian hukum ini, data dapat diperoleh melalui berbagai metode

dan sumber, di antaranya:

a) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer merupakan aturan tertulis yang diberlakukan dan
ditegakkan oleh negara. Aturan-aturan ini dapat ditemukan dalam
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, undang-undang
yang disahkan oleh parlemen, serta keputusan dari lembaga
administrasi. Bahan hukum primer meliputi Norma Dasar Pancasila,
peraturan dasar, batang tubuh UUD 1945, TAP MPR, peraturan
perundang-undangan, bahan hukum yang tidak terkodifikasi,
yurisprudensi, dan traktat.’’” Bahan hukum primer yang digunakan

dalam penelitian ini adalah:

26 Ibid.

27 K ornelius Benuf dan Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen
Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, Gema Keadilan, 7, 2020, hlm.26.
https://ejournal2.undip.ac.id/index .php/gk/article/view/7504 diakses pada tanggal 15 September
2024 pukul 18.00 WIB




20

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang
Hukum Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3163);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);

4. Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor:
93/Pid.B/2020/Pn.Kpg.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan
atau interpretasi atas bahan hukum primer. Meskipun tidak memiliki
kekuatan hukum yang mengikat, bahan ini sangat penting dalam
membantu memahami, menganalisis, dan menerapkan ketentuan-
ketentuan hukum.?® Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam
penelitian ini adalah:

1. Buku-buku dan jurnal hukum yang mendukung;

2. Pendapat dari para ahli hukum;

3. Laporan hasil penelitian hukum.

28 Ibid.
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¢) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah sumber yang membantu mendukung
pemahaman dan penggunaan bahan hukum primer serta sekunder.
Sumber ini berperan sebagai referensi tambahan yang memudahkan
pencarian dan pemahaman informasi hukum.? Bahan hukum tersier
yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Internet;
2. Kamus Hukum;

3. Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui Library
research atau studi kepustakaan. Metode ini dilakukan dengan menghimpun
data dan informasi dari berbagai sumber tertulis, baik yang terdapat di
perpustakaan maupun dari literatur lainnya, seperti undang- undang, buku,
jurnal akademik, dokumen resmi, laporan, artikel, serta arsip. Setelah itu
bahan hukum dikumpulkan maka dipilih sesuai dengan topik yang dikaji
kemudian dianalisis.

5. Analisis Bahan Hukum
Analisis Bahan Hukum dalam penelitian ini menggunakan metode

kualitatif, Metode kuliatif adalah proses yang bertujuan untuk memahami

29 [bid.
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secara mendalam isi, makna, dan penerapan norma-norma hukum.’® Metode
tersebut dimulai dari uraian sebuah data sekunder ke data primer yang telah
dikumpulkan mengenai permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini.
6. Penarikan Kesimpulan
Dalam skripsi ini penulis menggunakan teknik deduktif dalam penarikan
kesimpulan. Teknik deduktif adalah cara berpikir atau menulis yang dimulai
dari gagasan umum, kemudian mengarah pada penjelasan atau rincian yang
lebih spesifik.>! Teknik ini dimulai dengan prinsip-prinsip hukum umum
atau teori yang sudah diterima secara luas, kemudian diterapkan pada kasus

atau permasalahan yang lebih khusus.

30 David Tan, Metode penelitian hukum: Mengupas dan mengulas metodologi dalam
menyelenggarakan penelitian hukum. Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8, 2021, hlm.2475.
https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nu santara/article/viewFile/5601/3191 diakses pada tanggal
29 September 2024 pukul 10.00 WIB

31 Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, Op.Cit. him.27.
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